SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah

memutuskan perkara Hadhanah antara:

Pembanding, lahir di Balikpapan, tanggal 01 April 1989, jenis kelamin

perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, sekarang Karyawan Swasta PT. Hikmat Moda
Indonesia, NIK: XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa
kepda Agus Narto, S.H. dan Ogi Wigianto, S.H.,
Advokat pada Kantor Advokat “AGUS NARTO, S.H. &
REKAN,” beralamat di Perum Griya Abdi Karya, Jalan
Kewirausahaan Blok I — 2 No. 12 A RT 40, RW 11,
Terusan Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4340/2022 tanggal
19 Oktober 2022, semula sebagai Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Balikpapan, tanggal 29 November 1985, jenis kelamin

laki-laki, -agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN PT.
PERTAMINA, NIK:XXXXXXXXX, dahulu (sesuai KTP)
bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sekarang
bertempat tinggal di Griya Asri Il B — 83 RT 030 RW 011,
Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten

Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
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Hendra Irvan Helmy, S.H. dan R. Ganjar Tirta
Pramahyana, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Hukum
(Law Office) HENDRA IRVAN HELMY & REKAN,
beralamat JI. Veteran No. 10, Kelurahan Margadadi,
Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, HP.
087709015008, Email: - kudajingkraksap@gmail.com.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama  Indramayu Nomor:
4770/2022 tanggal 16 Novemberi 2022, semula sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;
DUDUK PERKARA
Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal
11 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444

Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI
- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;

2. Menetapkan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi selaku ayah
kandung sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak
bernama (NAMA ANAK), lahir tanggal 02 Oktober 2018;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut pada

poin 2 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat
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rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat
konvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau
siapapun yang mengusai untuk menyerahkan anak tersebut pada poin 2
di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah

kandungnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu
rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada sidang pengucapan putusan

Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan
permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana tersebut
dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im. yang
dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya 'sebagai
Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 08 November 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 01
November 2022 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im. yang pada pokoknya
memohon menyatakan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Klas | A Tanggal
11 Oktober 2022 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM. dan dengan
mengadili sendiri :

2. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat sekarang Pembanding;
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Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 08 November 2022 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im.

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori
banding pada tanggal 16 November 2022 sebagaimana Surat Keterangan
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/20220/PA.Im. tanggal 16 November . 2022 yang pada
pokoknya memohon;

1. Menolak permohonan banding Pembanding.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu.

atau:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding pada tanggal 18 November 2022 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan dan Penyerahan @ Kontra Memori Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk
memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im..-dan Pembanding telah melakukan inzage
sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im, tanggal 02 November 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk
memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im. dan Terbanding telah melakukan inzage
sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 02 November 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 November 2022 dengan
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Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada
Ketua Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana surat Nomor
W10-A/3733/HK.05/X1/2022 tanggal 28 November 2022 yang tembusannya

disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama
berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai
legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan
banding pada tanggal 19 Oktober 2022 dan pada saat pembacaan putusan
perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 11 Oktober 2022, dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya permohonan banding tersebut
telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan dilakukan sesuai
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya
sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding formal

dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan

mengadili perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi
Agama Bandung sebagai judex factie sesuai hukum akan memeriksa ulang
tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis
Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan

diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara
Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum baik
Pembanding maupun Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata
persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7
ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para
Advokat tersebut mempunyailegal standing untuk mewakili-kliennya masing-

masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu telah
berusaha ' mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula
menempuh mediasi dengan menunjuk mediator E. Kurniati Imron, S.Ag. M.H.
mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Indramayu tetapi
mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 65
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan'Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta
Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses

penyelesaian perkara aquo secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,
mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang
terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan
resmi putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 12 Oktober 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra
memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,
selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;
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Dalam Konvensi
Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Indramayu telah mendalilkan yang pada pokoknya meminta hal-hal
sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menetapkan Pengasuhan Anak yang bernama (nama anak),
Umur 3 (tiga) tahun (02/10/2018) jatuh kepada Penggugat.
Menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan anak bernama
(nama anak) sebesar Rp4.356.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh
enam ribu rupiah) dari penghasilan Tergugat per bulannya dan biaya
pendidikan anak saat ini sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berikut SPP per bulannya sebesar
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), besaran selanjutnya
disesuaikan dengan kebutuhan anak terhitung sejak putusan perkara ini
dibacakan hingga anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum.

3. Menyatakan putusan perkara ini-serta merta dapat dilaksanakan terlebih
dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Pembanding
tersebut, -Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya  mengakui
sebagian dan membantah bagian lainnya dan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Indramayu berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam
putusannya dengan diktum menolak gugatan Penggugat, Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu tersebut dan selanjutnya
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan hadhanah atas
anak yang belum mumayyiz, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu
mengemukakan hal-hal sebagai berikut; pertama aturan dasar tentang anak
yang belum mumayyiz hukumnya berada dimana, kedua aturan tentang

bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak
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agar tidak terabaikan, ketiga fakta keberadaan si anak pada saat ini berada
dimana dan apakah kepentingannya terabaikan atau tidak, dan terakhir
merupakan kesimpulan hakim setelah melihat dan menelaah semua itu.
Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa kedua
orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-
baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b)
bahwa pemeliharaan anak yang mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya
berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang
belum mumayyiz maka ibunya sebagai pemegang hadhanah kecuali ibunya
meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita
dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis
lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan

prioritas adalah ibu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang
memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, Ibulah yang
memberikan air ‘'susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan
anak dengan penuh kasih sayang sehingga para ahli figih sebagaimana
dituangkan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak
ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum mumayiz berada pada
hadhanah ibunya sehingga secara notoir. muncul istilah “rahim ibu adalah
kasih sayang anak” sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal
dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat
keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding
dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga
tentu lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah
adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan
bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat,
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mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian

ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana
dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama
dalam masalah hadhanah adalah kemaslahatan, kelayakan dan
kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal
tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan
pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan anak yang harus didahulukan
bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada
yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh
dan berkembang tidak terabaikan.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara a quo dan
telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa pada
saat ini dan sudah sekian lama vyaitu sejak terjadinya perceraian antara
Pembanding dengan Terbanding, anak bernama (nama anak), umur 3 (tiga)
tahun tersebut berada pada pemeliharaan Pembanding, karenanya Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada
pihak Pembanding telah tepat dan sesuai hukum serta sebagai ternyata
sampai _saat ini tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kelaikan dan

kepentingan” anak untuk tumbuh dan berkembang telah terabaikan.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara a quo bahwa
keterangan saksi-saksi Terbanding yang dihubungkan dengan bukti T-1
(berupa foto-foto. Pembanding) sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam putusannya tersebut dengan
kesimpulan bahwa Pembanding dinilai sebagai Pembanding yang tidak
mampu membuktikan dalil gugatannya, karena Pembanding setidak-tidaknya
tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus anak karena Pembanding

bekerja di Jakarta dan tidak memiliki keluarga yang bisa mendampingi anak
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saat Pembanding bekerja dan kalaupun ada hanya sewaktu-waktu, Majelis

Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai
Berita Acara Sidang perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding telah

menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa keberadaan anak bernama (nama anak), umur 3 (tiga) tahun
sudah sekian lama setidaknya sejak Pembanding dan Terbanding
bercerai berada pada pemeliharaan Pembanding.

2. Bahwa Pembanding bersama anak tersebut pada saat ini berada di
Bekasi (kontrak rumah) dalam rangka untuk mendekati tempat bekerja,
tidak mempunyai pembantu/asisten rumah tangga secara khusus untuk
mengurus anak, akan tetapi sesuai keterangan para saksi bahwa
Pembanding sangat bertanggung jawab dalam hal mengurus dan
memelihara anak tersebut sampai-sampai ketika Pembanding berangkat
bekerja anak tersebut diantar dan dititipkan ke PAUD dan setelah selesai
belajar di PAUD Pembanding menunjuk orang yang ditugaskan untuk
menjemput dan mengurusnya sampai dengan Pembanding pulang

bekerja.

3. Bahwa selama anak berada pada Pembanding telah diakui dan
dibenarkan baik oleh Pembanding dan Terbanding maupun para saksi
bahwa tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kepentingan dan
kelayakan” anak untuk hidup tumbuh dan berkembang telah terabaikan.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam putusannya
telah mengkonstatir dan mengkonstituir terhadap keterangan saksi
Terbanding yang dihubungkan dengan kekuatan bukti T-1 berupa poto-
poto Pembanding padahal faktanya bukti T-1 tersebut selain tidak
memenuhi syarat formil sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nonor 19 Tahun
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronok yaitu harus dapat
diakses dan dijamin keutuhannya (dibuka HP dalam persidangan) dan

dilakukan validasi data oleh digital forensik sesuai PP Nomor 82 Tahun
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2012, 1S0.270372012 juga bahwa foto-foto tersebut tidak jelas kapan
kejadian yang sebenarnya apakah sebelum ataukah sesudah terjadi

perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di
atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012
tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa Pembanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak”
untuk mengurus dan memelihara anak tersebut bahkan jika melihat dari sisi
semangat dan perjuangan Pembanding untuk menghidupi dirinya sendiri dan
mengurus, memelihara serta membesarkan anak tersebut termasuk luar
biasa dan andaikan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Pembanding
masih berada dalam batas kewajaran yang merupakan fitrah manusia,
karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum gugatan
Pembanding tentang hadhanah harus dikabulkan dengan menetapkan
bahwa hadhanah atas seorang anak bernama (nama anak), umur 3 (tiga)
tahun berada pada pihak Pembanding selaku ibunya.

Menimbang, bahwa namun demikian berhubung Pembanding telah
ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak tersebut, maka sesuai
amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa Pembanding
berkewajiban untuk memberikan akses kepada Terbanding dalam rangka
Terbanding bertemu, dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya
tersebut, serta apabila ternyata Pembanding tidak dapat memberikan akses
kepada Terbanding, kondisi dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan

gugatan oleh Terbanding untuk membatalkan putusan hadhanah a quo.

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pembanding kehadapan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Indramayu telah pula meminta agar Terbanding yang
sebagai karyawan Pertamina ditetapkan untuk membayar nafkah dan biaya
pendidikan anak bernama (nama anak), umur 3 (tiga) tahun melalui

Pembanding dalam setiap bulannya sebagai berikut;
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1. Nafkah anak sebesar Rp4.356.000.00 (empat juta tiga ratus lima puluh

enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

1. Susu formula selama 4 minggu @ Rp152.000,00 (seratus lima puluh
dua ribu rupiah) X 7 (tujuh) box = Rp1.064.000,00 (satu juta enam
puluh empat ribu rupiah).

2. Bahan makan selama 1 (satu) minggu @Rp400.000,00 (empat ratus
ribu rupiah) X4 (empat) minggu = Rp1.600.000,00 (satu juta enam
ratus ribu rupiah).

3. Makanan jajanan selama 1 (satu) minggu @ Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah) X 4 (empat) minggu = Rp400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah).

4. Sabun mandi, bedak bayi, pasta gigi, shampo bayi dan parfum X 4
(empat) minggu = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Pampers merk Mami Poko ukuran XXI (24) selama 4 (empat) minggu
@ Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) X 7 (tujuh) pak = Rp
392.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

6. Pakaian baju sehari-hari. per 4 (empat) minggu = Rp600.000,00
(enam ratus ribu rupiah).

2. Biaya pendidikan anak untuk saat ini untuk masuk ke Taman Kanak-
Kanak sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah), berikut SPP per bulannya sebesar Rp250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan Pembanding tersebut,
Terbanding dalam jawabannya tidak menjelaskan dalam positanya kecuali
dalam petitum . jawabannya . menyatakan —mohon -menolak gugatan
Pembanding seluruhnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu
dalam pertimbangan hukumnya tidak menyentuh tentang nafkah anak
kecuali dalam diktum putusannya menyatakan menolak gugatan
Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas
bahwa Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



seorang anak bernama (nama anak), umur 3 (tiga) tahun dan sesuai Pasal
105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak
ditanggung oleh ayahnya dan sementara jika melihat jawaban Terbanding
terhadap tuntutan dan dalil Pembanding tersebut tidak membantahnya, maka
sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding harus berpendapat bahwa
Terbanding telah mengakui dan- membenarkan terhadap tuntutan
Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian berhubung Pembanding dalam
persidangan telah tidak membuktikan berapa penghasilan/gaji Terbanding
dalam setiap bulannya sebagai pegawai BUMN PT. PERTAMINA, karenanya
Majelis Hakim Tingkat Banding melalui mekanisme. persangkaan yang
dihubungkan dengan parameter kebutuhan riil anak dan kemampuan riil
Terbanding sebagai ayahnya serta memperhatikan pula keadilan bagi pihak-
pihak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adil, patut dan
layak Terbanding dihukum untuk membayar nafkah seorang anak bernama
(nama anak), umur 3 (tiga) tahun melalui Pembanding dalam setiap bulannya
diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) dengan prosentase kenaikan 10 % (sepuluh prosen) dalam setiap
tahunnya.

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan tuntutan
Pembanding berkaitan dengan uang pangkal masuk TK untuk anak tersebut
sebesar Rpl1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah), dan uang SPP per bulannya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) yang ternyata sesuai berita acara sidang perkara a quo
Terbanding dalam jawabannya telah tidak membantahnya, karenanya sesuai
hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tututan
Pembanding tersebut telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding
menetapkan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding
biaya pendidikan anak bernama (nama anak), umur 3 (tiga) tahun dalam
setahun (tahun 2022) berjalan berupa uang pangkal masuk TK untuk anak
tersebut sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima
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ribu rupiah), dan uang SPP per bulannya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).
Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Indramayu Terbanding telah mengajukan tuntutan, namun demikian sesuai
berita acara sidang perkara a quo bahwa materi gugatan rekonvensi tersebut
adalah sama dengan materi konvensi yaitu tentang hadhanah, karena
tentang hadhanah telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan dalam
konvensi, maka sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
harus menolak tuntutan rekonvensi Terbanding.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
hukum 'di atas Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 11 Oktober 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahankan,
karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya yang timbul dalam peradilan tingkat pertama dibebankan kepada
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk biaya peradilan tingkat
banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Pembanding;

Mengingat -segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
I.  Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Il. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 11 Oktober 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dan dengan
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Mengadili Sendiri
DALAM KONVENSI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah atas seorang
anak bernama (nama anak), umur 3 (tiga) tahun sampai dengan anak
tersebut dewasa.
3. Memerintahkan kepada Penggugat agar dapat memberikan akses
kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang
terhadap anak tersebut dan apabila tidak dilaksanakan dapat dijadikan
alasan gugatan pembatalan hadhanah ini.
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar melalui Penggugat
berupa;
4.1.Nafkah anak dalam setiap bulannya sebesar Rp3.000.000.00 (tiga
juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan
kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun.

4.2 Biaya pendidikan anak Tahun 2022 berjalan berupa uang pangkal
masuk TK sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah), dan uang SPP per bulannya sebesar

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI
- Menolak gugatan Penggugat;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp310.000,00 - (tiga ratus sepuluh
ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding
sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 07 Desember

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444
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Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 28 November 2022 telah ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. dalam tingkat banding dan
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut
dan dibantu H. Entis Sutisna,S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis
ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H.,M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

H. Entis Sutisnya, S.Ag., M.H.
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Biaya Perkara:
1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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